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Abstract 

 The aim of this research is to find out, analyze and explain, as well as supporting and inhibiting factors 

in the management of the Tunas Mukti Village Unit Cooperative in Sumber Jaya Village, Singingi Hilir District, 

Kuantan Singingi Regency. The research approach uses a descriptive type with qualitative methods. The data 

obtained comes from information from key informants and informants who have been determined. Data collection 

was carried out by means of interviews, observation and documentation. The data obtained is compiled, sorted and 

analyzed in depth. The results of the research concluded that the management of KUD Tunas Mukti has been 

running well, so that through the business run by KUD Tunas Mukti it is able to improve the welfare of its 

members. These results can be seen from planning in the form of creating a work plan formula, work targets, and 

determining the results to be achieved. Organizing the management of KUD Tunas Mukti is carried out by 

determining the organizational structure, duties and functions of each section and placing people who have the 

ability to carry out organizational activities. Mobilization through the placement of cooperative administrators 

and managers according to their fields. Supervision within the organization has been carried out directly or 

indirectly. The inhibiting factors in the management of KUD Tunas Mukti come from internal factors, namely a 

lack of creativity in utilizing available funds and external factors.  
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Abstrak 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan, serta faktor 

pendukung dan penghambat pengelolaan Koperasi Unit Desa Tunas Mukti di Desa Sumber Jaya 

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Pendekatan penelitian menggunakan tipe 

deskriptif dengan metode kualitatif. Data diperoleh berasal dari informasi key informan dan informan 

yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Data yang diperoleh disusun, dipilah, dan dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian 

disimpulkan bahwa pengelolaan KUD Tunas Mukti telah berjalan dengan baik, sehingga melalui usaha 

yang dijalankan KUD Tunas Mukti mampu menyejahterakan anggota. Hasil ini dilihat dari 

perencanaan berupa membuat rumus rencana kerja, target kerja, dan menetapkan hasil yang hendak 

dicapai. Pengorganisasi dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti dijalankan dengan menetapkan struktur 

organisasi, tugas, dan fungsi dari masing-masing bagian serta menempatkan orang-orang yang 

memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Penggerakan melalui penempatan 

pengurus dan pengelola koperasi yang sesuai bidangnya. Pengawasan dalam organisasi telah 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Faktor penghambat dalam pengelolaan KUD 

Tunas Mukti berasal dari faktor internal yakni kurang kreatif dalam memanfaatkan dana yang tersedia 

dan eksternal yakni kurang maksimal memanfaatkan unit usaha. 

Kata Kunci: Pengelolaan, KUD Tunas Mukti 
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Pendahuluan 

Keberadaan organisasi koperasi di Indonesia memiliki landasan yang tertuang dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, tentang pokok-pokok perkoperasian dan 

disempurnakan lagi dengan UU Nomor 25 tahun 1992, sebagai soko guru perekonomian 

Indonesia bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1992). 

Berbagai jenis Koperasi yang ada di Indonesia salah satunya adalah Koperasi Unit Desa 

(KUD) di mana keberadaan dan keberhasilan koperasi tidak dapat dilepaskan dari konsep 

kepercayaan (trust) dari anggota kepada Pengurus dan sebaliknya (Sri Mulyani, 2021:83). 

Dalam hal ini kepercayaan antara koperasi dengan anggotanya terbangun jika kedua belah 

pihak saling memenuhi ekspektasi dari keduanya. 

Saat ini terdapat sebanyak 127.846 unit koperasi aktif yang tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia dengan berbagai kategori. Salah satu daerah tersebut adalah Provinsi Riau dengan 

jumlah koperasi pada tahun 2022 sebanyak 3.248 unit koperasi yang aktif. Sebagian jumlah 

koperasi tersebut berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 210 unit yang 

salah satu ada di dalamnya adalah KUD Tunas Mukti. 

KUD Tunas Mukti didirikan sejak tahun 2002 dan sampai saat ini telah memiliki 578 

orang anggota yang terus berubah dari tahun ke tahun. Koperasi mampu tumbuh dan 

berkembang dikarenakan adanya keaktifan anggota koperasi dan pengurus koperasi yang 

berkompeten dalam menjalankan aktivitas koperasi. 

Pengurus KUD Tunas Mukti terdapat 2 orang pelindung dan penasehat, 3 orang badan 

pengawas koperasi, 5 orang pengurus koperasi dan dibantu oleh 10 orang karyawan yang 

menjalankan aktivitas administrasi serta usaha koperasi. Dalam menjalankan aktivitas yang 

telah disepakati pada koperasi ini, terdapat anggota yang jumlahnya cukup besar dan 

berfluktuatif dari tahun ke tahun. Untuk itu dapat dijelaskan jumlah anggota pada tahun 2021 

dan 2022 berikut ini: 

Tabel 1  

Jumlah KUD Tunas Mukti Desa Sumber Jaya 

No Keanggotaan Tahun 2021 Tahun 2022 

1 Jumlah anggota awal tahun 607 583 

2 Jumlah anggota masuk 2 1 

3 Jumlah anggota keluar 26 6 

4 Jumlah anggota akhir tahun 583 578 

Sumber: LPJ KUD Tunas Mukti, 2021 dan 2022. 

Berdasarkan jumlah keanggotaan yang telah dipaparkan di atas terlihat bahwa dalam 

kurun 2 tahun ini yakni 2021 dan 2022 telah terjadi penurunan jumlah anggota. Di mana 

jumlah anggota keluar lebih besar di bandingkan dengan jumlah anggota yang masuk, 
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sehingga hal ini secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi aktivitas usaha koperasi 

terutama pada akhir tahun yakni sisa hasil usaha (SHU). Masalah tersebut sesuai dengan 

penelitian yang dikemukakan Sonia Pratiwi (2023) bahwa perolehan SHU dalam suatu 

koperasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti jumlah anggota dan volume usaha. 

Jumlah anggota yang banyak tentunya akan mendorong SHU yang besar serta SHU juga 

dapat dipengaruhi dari perolehan volume usaha dalam suatu koperasi.  

 Kontribusi anggota dalam aktivitas koperasi sangat besar, sehingga adanya keluar 

masuk anggota yang besar akan berdampak pada usaha yang dijalankan koperasi secara 

umum. Di mana KUD Tunas Mukti memiliki beragam aktivitas usaha yang dijalankan untuk 

memperoleh penghasilan dan memanfaatkan tabungan anggota. Usaha yang dijalankan yakni 

simpan pinjam, kemitraan kebun sawit, waserba (mini Market), dan pengelolaan pasar rakyat. 

 Penelitian sebelumnya Sri (2015); Deasy, dkk. (2015) menyampaikan bahwa 

pertumbuhan anggota koperasi mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) setiap tahunnya, 

sehingga jumlah anggota yang aktif dalam melakukan simpanan pokok dan simpanan wajib 

memberi kontribusi bagi sisa hasil usaha bagi koperasi. Begitu juga penelitian yang dilakukan 

Maria Ira Susanti (2015) menyampaikan bahwa kesejahteraan anggota bisa terpenuhi bila SHU 

yang diperoleh tinggi. SHU yang besar dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dengan 

didukung jumlah anggota yang terus meningkat. 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka penulis 

menetapkan tujuan penelitian yang hendak dicapai yakni untuk mengetahui, menganalisis, 

faktor penghambat dan pendukung, serta menjelaskan pengelolaan Koperasi Unit Desa Tunas 

Mukti di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. 

Tinjauan Pustaka 

Konsep Administrasi  

 Menurut Siagian (2016;2) administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama 

antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi bisa merupakan suatu seni 

dan ilmu, di mana administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, seperti adanya sejumlah 

manusia, tujuan yang hendak dicapai, tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan peralatan 

serta perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. 

 Sedangkan menurut Bernard dalam Hamim (2015;8) administrasi adalah sistem 

tentang aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih suatu yang tidak terwujud dan tidak 

bersifat pribadi, sebagian besar mengenal hal hubungan-hubungan. Dalam kegiatan apa saja, 

agar kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan secara efektif diperlukan pengaturan yang baik. 

 Atmosudirjo dalam Zulkifli (2015;17) menyatakan bahwa administrasi merupakan 

seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin dan 

mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana urusan sekaligus berlangsung 

di dalamnya.  

Administrasi sebagai salah satu ilmu yang menjadi pendukung dalam kehidupan masyarakat 

modern. Dalam masyarakat modern sebagian kegiatan-kegiatan para warganya 

dilangsungkan dalam organisasi modern. 
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 Administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu administrasi sebagai salah 

satu aspek dari kegiatan pemerintahan. White (dalam Waluyo, 2017: 35) menyatakan bahwa 

administrasi publik terdiri atas semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan 

dan melaksanakan kebijakan Negara. Kemudian menurut Pasolong (2017:8) administrasi 

publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien 

dan efektif. 

 Administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh 

aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. 

Konsep Organisasi 

Organisasi merupakan tempat berkumpul sekelompok orang untuk menjalin kesepakatan 

dalam mencapai tujuan yang dikehendaki bersama. Organisasi menurut Terry dalam Hamim 

(2015;24) adalah berasal dari kata ”organism” yaitu struktur dengan bagian yang demikian di 

integrasi hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan 

keseluruhan hubungan mereka. Jadi organisasi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu bagian-

bagian dan hubungan-hubungan. Di mana organisasi bukanlah sekedar kumpulan orang dan 

sekedar pembagian kerja hanyalah salah satu azas organisasi. Sedangkan pembagian kerja 

lebih tepat dinamakan pengorganisasian. 

 Sedangkan menurut Siagian (2016;6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan 

antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa 

orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.  

 Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen terlihat apabila dilihat 

bahwa bergerak tidaknya organisasi ke arah pencapaian tujuan sangat tergantung atas sumber 

daya manusia yang dimiliki organisasi dalam menggerakkan organisasi ke arah yang telah 

ditentukan. 

 Syafiie (2016:52-53) mengatakan organisasi publik adalah wadah atau tempat 

terselenggaranya administrasi yang didalamnya terjadi berbagai hubungan antar individu 

maupun kelompok,baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar. Terjadinya kerja sama 

dan pembagian tugas, berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing. 

Jadi organisasi publik adalah organisasi instansi pemerintah yang juga dikenal sebagai 

birokrasi pemerintah. 

 Organisasi publik merupakan organisasi yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam menjalankan berbagai kepentingan pemerintahan dan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat di semua tingkatan pemerintah. 

Konsep Manajemen 

 Follet yang dikutip oleh Wijayanti (2018;1) mengartikan manajemen sebagai seni 

dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Stoner yang dikutip oleh 

Wijayanti (2018;1) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber 

daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 
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 Terry (2015;1) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, 

yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-

tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan 

tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami 

bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang 

telah dilakukan. 

 Pada dasarnya manajemen publik yaitu manajemen instansi pemerintah. Overman 

dalam (Pasolong, 2017:83) mengatakan manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner 

dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen 

seperti planning, organizing, dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan fisik, informasi 

dan politik disisi lain.  

 Manajemen publik merupakan proses pengelolaan organisasi publik dengan 

menetapkan rencana, menyusun tugas dan fungsi, menggerakkan sumber daya manusia dan 

non sumber daya manusia sesuai perintah kebijakan publik, dan melakukan pengawasan 

yang melekat pada masing-masing tupoksi. 

Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Marwansyah (2014:3-4) manajemen sumber daya manusia dapat diartikan 

sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui 

fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan 

sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karier, pemberian kompensasi dan 

kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial. 

Sedangkan menurut Kasmir (2016:25) Manajemen Sumber Daya Manusia ialah Proses 

pengelolaan manusia, melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, 

pemberian kompensasi, karier, keselamatan dan kesehatan serta menjaga hubungan industrial 

sampai pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan perusahaan dan peningkatan 

kesejahteraan stakeholder. 

Manajemen sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam memenuhi 

kebutuhan sumber daya manusia mulai dari perencanaan hingga pemberhentian sumber 

daya manusia yang bertujuan untuk membantu dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Konsep Pengelolaan 

Nugroho (2013:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang 

dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola 

(to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk 

mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan 

dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang 

ingin dicapai. 

Menurut Terry (2015 : 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi : 

a.  Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta 

satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan 

dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan 

untuk mencapai hasil yang dikehendaki. 
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b.  Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh 

kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang 

tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan. 

c.  Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok 

agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai 

dengan perencanaan dan pola organisasi. 

d. Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran 

dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan 

korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana. 

Pengelolaan koperasi dibutuhkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengawasan agar aktivitas koperasi berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan pada 

jenis usaha yang dijalankan serta mampu menumbuhkan kepercayaan anggota, sehingga 

permodalan koperasi terus bertambah dan tumbuh kembang usaha yang dijalankan semakin 

baik. 

Konsep Koperasi 

 Menurut Baswir (2010:2) koperasi diartikan sebagai sekumpulan orang yang secara 

sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi 

mereka melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.  

 Banyak sekali jenis koperasi, dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha, jenis 

anggota, profesi anggota, fungsi/tujuan, dan kebutuhan koperasi itu sendiri. Namun pada 

dasarnya, koperasi itu dapat dibedakan menjadi dua jenis besar, yaitu jenis koperasi yang 

dibedakan berdasarkan kegiatan usaha dan jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. Pada 

dasarnya jenis koperasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut: 

a. Koperasi konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota); 

b.  Koperasi produksi (menghasilkan barang bersama); 

c.  Koperasi simpan pinjam (menerima tabungan dan memberi pinjaman) 

d. Koperasi Serba Usaha (campuran). 

Jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Koperasi primer (anggotanya masih perseorangan) 

b. Koperasi sekunder (gabungan koperasi atau induk koperasi) 

 

 

 

Metode 

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan tipe 

deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Unit Desa (KUD) “Tunas Mukti” Di Desa 

Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.  
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Informan dibedakan menjadi dua yakni informan dan key informan. Key informan 

yakni pengurus KUD Tunas Mukti (Ketua), sedangkan informan yakni badan pengawas, 

pengelola unit simpan pinjam, pengelola unit pasar, dan anggota KUD. 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, 

yaitu dengan melakukan penelitian langsung yang dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisis data 

yang diperoleh berbentuk kalimat-kalimat dan aktivitas-aktivitas. Analisis data ini dilakukan 

sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara intensi yaitu sesudah meninggalkan lapangan. 

Hasil dan Pembahasan 

Pengelolaan Koperasi Unit Desa Tunas Mukti di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir 
Kabupaten Kuantan Singingi 

KUD Tunas Mukti adalah perkumpulan orang-orang yang tergabung dalam sebuah 

wadah dengan membentuk koperasi untuk menyalurkan kesamaan keinginan dalam usaha 

meningkatkan kesejahteraan bersama. KUD Tunas Mukti menjadi wadah bagi masyarakat 

eks-trans yang berada di area Kota Baru Kabupaten Kuantan Singingi, sebagian besar eks-

trans tersebut bekerja sebagai petani kelapa sawit, sehingga dengan adanya wadah berupa 

KUD ini mampu menjadi lembaga sebagai tempat gotong royong dalam bidang 

perekonomian masyarakat. 

Pengelolaan adalah bentuk atau upaya yang dijalankan secara sistematis dan terukur 

dalam melaksanakan aktivitas koperasi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Pada 

penelitian ini pengelolaan menjadi tolak ukur utama yakni perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengawasan. 

A. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan (Planning) dalam penelitian ini merupakan rencana kerja yang telah 

ditetapkan dalam mencapai hasil yang hendak dicapai pada masa mendatang. Perencanaan 

ialah langkah awal yang dirumuskan KUD Tunas Mukti dalam menjalankan usahanya, untuk 

memberikan kesejahteraan dan keuntungan kepada seluruh anggota koperasi. Untuk itu 

dalam indikator perencanaan ini ditetapkan 2 (dua) dimensi yakni membuat rencana kerja 

dan menetapkan hasil yang hendak dicapai. 

1). Membuat rencana kerja 

 Membuat rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilalui sebuah organisasi 

dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk itu dalam membuat rencana 
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kerja tentunya melibatkan semua komponen penting dalam organisasi, agar 

memudahkan dalam mencapainya. 

 Hasil wawancara dengan Purboyono selaku ketua KUD Tunas Mukti mengenai 

membuat rencana kerja memberikan pernyataan bahwa: Pengurus KUD telah membuat 

rencana kerja tahunan dengan bentuk rencana yakni mengelola 4 unit usaha yang ada 

(unit KKPA, Simpan Pinjam, Waserda, dan Pasar). Untuk membuat rencana kerja telah 

melibatkan semua pengurus koperasi (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023) 

 Pengurus KUD Tunas Mukti telah merumuskan dan menetapkan rencana kerja 

tahunan yang disampaikan pada setiap rapat anggota tahunannya. Semua rencana 

kerja disampaikan secara kolektif oleh ketua KUD Tunas Mukti kepada seluruh anggota 

koperasi. Rencana kerja telah ditetapkan dan dibuat mewakili semua unit usaha yang 

ada dalam KUD Tunas Mukti, sehingga semua perencanaan yang ada dapat 

menunjukkan solusi dan langkah yang diterapkan untuk memperoleh keuntungan dan 

mengantisipasi kerugian usaha. 

 Hasil wawancara dengan Sofyan Ismoyo selaku Badan Pengawas KUD Tunas Mukti 

mengenai membuat rencana kerja memberikan pernyataan bahwa: Pengurus KUD 

telah membuat rencana kerja tahunan, rencana kerja yang ditetapkan pengurus yakni 

adanya bantuan sosial, lembaga pendidikan dan keagamaan. Rencana kerja KUD 

dirumuskan dan ditetapkan oleh pengurus KUD, Badan Pengawas, dan Perangkat Desa 

(Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023) 

 Pengurus KUD Tunas Mukti telah membuat rencana kerja tahunan. Rencana kerja 

dirumuskan oleh pengurus dan disepakati atau disetujui oleh semua anggota koperasi 

pada waktu rapat anggota tahunan. Beragam jenis rencana kerja yang ditetapkan, mulai 

dari rencana kerja masing-masing unit usaha untuk memperoleh keuntungan dan 

mengantisipasi kerugian, program bantuan-bantuan sosial, dan rencana kerja lainnya 

untuk kemajuan koperasi. 

 Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan jelaslah bahwa ada rencana 

kerja yang ditetapkan pengurus KUD Tunas Mukti setiap tahunnya. Rencana kerja 

yang paling peneliti soroti adalah langkah untuk mengurangi kerugian yang ada pada 

unit pasar dengan cara melakukan pengembangan tempat usaha (membuat lapak-

lapak baru) dan memperluas lahan parkir, serta melakukan subsidi silang dari unit 

lainnya untuk membantu keuangan unit pasar. Unit pasar mengalami kerugian yang 

disampaikan dalam laporan keuangannya dikarenakan adanya beban pinjaman hutang 

bank yang harus dibayar Rp.100.000.000,- per tahun selama masa 4 tahun atas 

pembangunan pasar, sehingga pendapatan unit pasar dibebani beban hutang yang 

besar dan menyebabkan kerugian. Secara usaha unit pasar jika tanpa ada beban hutang 

memiliki potensi keuntungan yang cukup besar. 

2). Menetapkan hasil yang hendak dicapai 
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 Menetapkan hasil yang hendak dicapai merupakan langkah perencanaan selanjutnya 

setelah menetapkan rencana kerja, sehingga rencana kerja yang dibuat dapat memiliki 

tolak ukur yang jelas dalam pelaksanaannya dan pencapaian hasil kerja pada akhir 

periode. 

 Hasil wawancara dengan Purboyono selaku ketua KUD Tunas Mukti mengenai 

menetapkan hasil yang hendak dicapai memberikan pernyataan bahwa: Hasil yang 

hendak dicapai dalam menjalankan KUD setiap tahunnya adalah sisa hasil usaha dan 

laba keuntungan, sehingga semua anggota koperasi dapat tersejahterakan dengan 

adanya SHU dan juga membuat koperasi menjadi semakin besar (Wawancara pada 

tanggal 26 Juni 2023) 

 Semua rencana kerja yang sudah ditetapkan memiliki tujuan dan target yang hendak 

dicapai. Hasil yang hendak dicapai dalam menjalankan KUD setiap tahunnya adalah 

sisa hasil usaha dan laba keuntungan, sehingga semua anggota koperasi dapat 

tersejahterakan dengan adanya SHU dan juga membuat koperasi menjadi semakin 

besar. 

 Wawancara dengan Nur Widiya Saputra selaku pengelola unit Simpan Pinjam KUD 

Tunas Mukti mengenai menetapkan hasil yang hendak dicapai memberikan 

pernyataan bahwa: Target yang hendak dicapai dari rencana kerja KUD yakni 

mengelola unit usaha. Hasil yang hendak dicapai sesuai target rencana kerja telah 

ditetapkan (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023) 

 Rencana kerja telah ditetapkan target yang hendak dicapai oleh setiap jenis atau bentuk 

kegiatan maupun program. Target yang hendak dicapai dari rencana kerja KUD yakni 

mengelola unit usaha dengan baik dan memperoleh keuntungan. Hasil yang hendak 

dicapai sesuai target rencana kerja telah ditetapkan, sehingga pada unit usaha simpan 

pinjam menetapkan target keaktifan anggota dalam membayar pinjaman dan simpanan 

pokok pada tahun berjalan di atas 90%. 

 Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan serta dokumentasi yang 

peneliti lakukan, maka dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti 

telah dilaksanakan perencanaan setiap tahunnya. Perencanaan yang dilakukan dengan 

membuat rumus rencana kerja, target kerja, dan menetapkan hasil yang hendak dicapai 

dalam setiap tahunnya. Dengan demikian dari indikator perencanaan dapat dikatakan 

bahwa dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti sudah berjalan dengan baik yakni 

membuat dan menetapkan perencanaan. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian (Organizing) dalam penelitian ini membuat struktur organisasi yang 

memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan, sehingga terjalinnya koordinasi dalam 

mengelola usaha KUD. Pengorganisasi sangat penting dimiliki oleh sebuah organisasi, 
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sehingga sebuah organisasi harus memiliki struktur sebagai garis komando dan pedoman 

dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai sebuah 

organisasi. 

1). Struktur organisasi 

 Hasil wawancara dengan Purboyono selaku ketua KUD Tunas Mukti mengenai 

struktur organisasi memberikan pernyataan bahwa: Struktur organisasi yang 

disepakati dalam KUD ini yakni Badan Pelindung, Badan Pengawas, Pengurus KUD, 

dan pegawai. Struktur organisasi ini ditetapkan oleh Badan Pengawas KUD. Tujuan 

dari struktur ini untuk memudahkan koordinasi dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti 

(Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023) 

 Tanggapan di atas menerangkan bahwa dalam mengelola KUD Tunas Mukti telah 

ditetapkan struktur organisasi yang disepakati dalam KUD ini yakni Badan Pelindung, 

Badan Pengawas, Pengurus KUD, dan pegawai. Struktur organisasi ini ditetapkan oleh 

Badan Pengawas KUD. Tujuan dari struktur ini untuk memudahkan koordinasi dalam 

pengelolaan KUD Tunas Mukti. 

 Begitu juga hasil wawancara dengan Mulyono selaku pengelola unit Pasar KUD Tunas 

Mukti mengenai membuat struktur organisasi memberikan pernyataan bahwa: Jenis 

struktur organisasi yang disepakati pada KUD Tunas Mukti terdiri dari Badan 

Pelindung, Badan Pengawas, Pengurus Koperasi, Karyawan, dan anggota koperasi. 

Dalam pembentukan struktur organisasi dilakukan oleh Badan pengawas dan 

pengurus koperasi. Pembentukan struktur organisasi sangat penting agar dapat 

mempermudah jalannya operasional koperasi. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023) 

 Dalam pengelolaan koperasi telah ada struktur organisasi yang ditetapkan. Jenis 

struktur organisasi yang disepakati pada KUD Tunas Mukti terdiri dari Badan 

Pelindung, Badan Pengawas, Pengurus Koperasi, Karyawan, dan anggota koperasi. 

Dalam pembentukan struktur organisasi dilakukan oleh Badan pengawas dan 

pengurus koperasi. Pembentukan struktur organisasi sangat penting agar dapat 

mempermudah jalannya operasional koperasi. Khusus unit pasar pengurusnya terdiri 

dari ketua unit pasar, administrasi pasar, dan pengelola pasar. 

 Dengan demikian dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti telah ditetapkan struktur 

organisasi sebagai salah satu langkah untuk menjalankan usaha koperasi dalam 

mencapai tujuan yang disepakati. Struktur organisasi yang ada dalam KUD Tunas 

Mukti ini terdiri dari badan pelindung, badan pengawas, pengurus koperasi terdiri dari 

karyawan dan unit-unit usaha, kemudian terakhir yang memiliki peranan yang paling 

besar adalah anggota. 

2). Pembagian tugas 
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 Hasil wawancara dengan Purboyono selaku ketua KUD Tunas Mukti mengenai 

pembagian tugas memberikan pernyataan bahwa: Pembagian tugas dalam 

kepengurusan KUD Tunas Mukti telah sesuai dengan jabatan masing-masing 

pengurus. Semua tugas disesuaikan dengan struktur organisasi yang ditetapkan 

(Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023) 

 Dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti, masing-masing struktur organisasi memiliki 

tugas dan fungsi masing-masing. Pembagian tugas dalam kepengurusan KUD Tunas 

Mukti telah sesuai dengan jabatan masing-masing pengurus. Semua tugas disesuaikan 

dengan struktur organisasi yang ditetapkan. 

 Hasil wawancara dengan Sofyan Ismoyo selaku Badan Pengawas KUD Tunas Mukti 

mengenai pembagian tugas memberikan pernyataan bahwa: Pembagian tugas dalam 

kepengurusan KUD Tunas Mukti telah sesuai dengan jabatan masing-masing 

pengurus. Semua tugas disesuaikan dengan struktur organisasi yang ditetapkan 

(Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023) 

 KUD Tunas Mukti telah ditetapkan tugas dan fungsi masing-masing bagian seperti 

badan pelindung, badan pengawas, pengurus, dan unit usaha. Pembagian tugas dalam 

kepengurusan KUD Tunas Mukti telah sesuai dengan jabatan masing-masing 

pengurus. Semua tugas disesuaikan dengan struktur organisasi yang ditetapkan. 

 Dengan demikian jelaslah bahwa dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti telah dibentuk 

struktur organisasi dan masing-masing bagian yang terdapat dalam struktur organisasi 

memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan jenis dan unit kerjanya. 

Adanya penetapan tugas dan fungsi ini sebagai pedoman bagi masing-masing bagian 

menjalankan aktivitasnya, sehingga semua aktivitas berjalan dalam koridor yang benar 

sesuai dengan yang telah disepakati dalam tugas dan fungsi yang ada. 

3). Kejelasan fungsi 

 Hasil wawancara dengan Purboyono selaku ketua KUD Tunas Mukti mengenai 

kejelasan fungsi memberikan pernyataan bahwa: Kejelasan fungsi dari masing-masing 

bagian yang ada dalam KUD Tunas Mukti agar unit usaha berjalan dengan sesuai 

rencana kerja. Semua pengurus akan bertanggungajwab kepada seluruh anggota 

koperasi (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023) 

 KUD Tunas Mukti telah ada fungsi dari masing-masing bagian dengan jelas. Kejelasan 

fungsi dari masing-masing bagian yang ada dalam KUD Tunas Mukti agar unit usaha 

berjalan dengan sesuai rencana kerja. Semua pengurus akan bertanggungajwab kepada 

seluruh anggota koperasi. 

 Wawancara dengan Nur Widiya Saputra selaku pengelola unit Simpan Pinjam KUD 

Tunas Mukti mengenai struktur organisasi memberikan pernyataan bahwa: Kejelasan 

fungsi dari masing-masing struktur pada KUD Tunas Mukti agar unit usaha berjalan 
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sesuai rencana kerja. Pertanggungajwaban atas pengelolaan koperasi yang dijalankan 

disampaikan kepada semua anggota koperasi. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023) 

 KUD Tunas Mukti telah ditetapkan fungsi dari masing-masing bagian. Kejelasan fungsi 

dari masing-masing struktur pada KUD Tunas Mukti agar unit usaha berjalan sesuai 

rencana kerja. Pertanggungajwaban atas pengelolaan koperasi yang dijalankan 

disampaikan kepada semua anggota koperasi. Untuk unit simpan pinjam memiliki 

fungsi memberikan pelayanan kepada anggota dalam melakukan simpanan dan 

memperoleh pinjaman. 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan yang peneliti lakukan, maka 

dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti telah menetapkan 

pengorganisasian. Pengorganisasian yang dilakukan dengan membuat struktur 

organisasi, menetapkan tugas, dan menetapkan fungsi, sehingga semua bagian yang 

ada dalam koperasi dalam bekerja dengan maksimal untuk mencapai tujuan yang telah 

disepakati dan organisasi akan berjalan dengan harmonis. Dengan demikian dari 

indikator pengorganisasi dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti 

sudah berjalan dengan baik yakni dengan menetapkan struktur organisasi, tugas, dan 

fungsi dari masing-masing bagian serta menempatkan orang-orang yang memiliki 

kemampuan dalam menjalankan aktivitas organisasi. 

c. Penggerakan (Actuating) 

Penggerakan (Actuating) dalam penelitian ini adalah penempatan pengurus atau 

pengelola yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya dan melaksanakan tugas sesuai 

wewenang yang dimiliki dalam pencapaian tujuan yang hendak dicapai. 

1). Penempatan pengelola sesuai kemampuan 

 Hasil wawancara dengan Purboyono selaku ketua KUD Tunas Mukti mengenai 

penempatan pengelola sesuai kemampuan memberikan pernyataan bahwa: KUD 

Tunas Mukti telah tersedia SDM untuk mengelola semua unit usaha (KKPA, Simpan 

Pinjam, Waserda, Pasar). Penempatan karyawan disesuaikan kebutuhan masing-

masing unit, sehingga dapat membantu kegiatan usaha sesuai kemampuan di bidang 

masing-masing. Untuk kemampuan pengelola dalam menjalankan usaha sudah sangat 

baik.  (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023) 

 Semua pengelola yang ada di KUD ditempatkan sesuai kemampuannya. KUD Tunas 

Mukti telah tersedia SDM untuk mengelola semua unit usaha (KKPA, Simpan Pinjam, 

Waserda, Pasar). Penempatan karyawan disesuaikan kebutuhan masing-masing unit, 

sehingga dapat membantu kegiatan usaha sesuai kemampuan di bidang masing-

masing. Untuk kemampuan pengelola dalam menjalankan usaha sudah sangat baik. 

 Hasil wawancara dengan Sofyan Ismoyo selaku Badan Pengawas KUD Tunas Mukti 

mengenai penempatan pengelola sesuai kemampuan memberikan pernyataan bahwa: 
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KUD Tunas Mukti telah tersedia SDM yang sesuai standar yang siap untuk mengelola 

semua unit usaha (KKPA, Simpan Pinjam, Waserda, Pasar). Semua pengelola unit 

ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Alasan 

penempatan seseorang dalam unit koperasi yakni untuk membantu kelancaran 

kegiatan usaha sesuai kemampuan dibidangnya. Saat ini kemampuan pengelola usaha 

telah berjalan sesuai kebutuhan.  (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023) 

 KUD Tunas Mukti telah menempatkan pengelola masing-masing unit usaha sesuai 

dengan kemampuan yang dimilikinya. KUD Tunas Mukti telah tersedia SDM yang 

sesuai standar yang siap untuk mengelola semua unit usaha (KKPA, Simpan Pinjam, 

Waserda, Pasar). Semua pengelola unit ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan 

keahlian yang dimiliki. Alasan penempatan seseorang dalam unit koperasi yakni untuk 

membantu kelancaran kegiatan usaha sesuai kemampuan dibidangnya. Saat ini 

kemampuan pengelola usaha telah berjalan sesuai kebutuhan. 

 Sementara dari hasil wawancara dengan 4 (empat) orang anggota KUD Tunas Mukti 

yakni Diwono, Rahmad, Rosun, dan Darobi dapat dirangkum mengenai penempatan 

pengelola sesuai kemampuan yakni: Sejauh ini pengelola KUD Tunas Mukti dilihat dari 

pengurus maupun pengelola unit usaha telah bekerja dengan baik. (Wawancara pada 

tanggal 26 Juni 2023) 

 Dengan demikian dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti telah menempatkan karyawan 

dan pengelola pada masing-masing unit usaha yang sesuai dengan kemampuan dan 

latar belakang yang dimilikinya, sehingga diharapkan mampu mendukung aktivitas 

masing-masing unit usaha dalam memperoleh keuntungan dan mendapatkan 

penghasilan yang maksimal. 

2). Aktivitas pengelolaan usaha sesuai rencana 

 Hasil wawancara dengan Purboyono selaku ketua KUD Tunas Mukti mengenai 

aktivitas pengelola usaha sesuai rencana memberikan pernyataan bahwa: Aktivitas 

KUD Tunas Mukti pada intinya memberikan pelayanan kepada anggota. Semua 

aktivitas telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan sebagai rencana kerja yang 

sudah ditetapkan  (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023) 

 Pengelolaan KUD Tunas Mukti berjalan sesuai rencana kerja yang ditetapkan. Aktivitas 

KUD Tunas Mukti pada intinya memberikan pelayanan kepada anggota. Semua 

aktivitas telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan sebagai rencana kerja yang 

sudah ditetapkan.   

 Hasil wawancara dengan Sofyan Ismoyo selaku Badan Pengawas KUD Tunas Mukti 

mengenai aktivitas pengelola usaha sesuai rencana memberikan pernyataan bahwa: 

Aktivitas yang dijalankan pengelola usaha yang ada dalam KUD Tunas Mukti 

ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada semua anggota. Aktivitas yang 
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dijalankan pengelola usaha telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Wawancara 

pada tanggal 26 Juni 2023) 

 Pengelolaan usaha berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, 

sehingga aktivitas koperasi berjalan sebagaimana diharapkan. Aktivitas yang 

dijalankan pengelola usaha yang ada dalam KUD Tunas Mukti ditujukan untuk 

memberikan pelayanan kepada semua anggota. Aktivitas yang dijalankan pengelola 

usaha telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 

 Dengan demikian aktivitas KUD Tunas Mukti berjalan sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan. Di mana masing-masing unit usaha beraktivitas sesuai dengan tugas dan 

fungsi, sehingga pencapaian rencana kerja yang disepakati dapat dipenuhi dan 

pencapaian target dapat terealisasi serta memberikan keuntungan bagi KUD Tunas 

Mukti. 

3). Koordinasi antar lini 

 Hasil wawancara dengan Purboyono selaku ketua KUD Tunas Mukti mengenai 

koordinasi antar lini memberikan pernyataan bahwa: Koordinasi KUD Tunas Mukti 

antar lininya dalam menjalan usaha di komandoi oleh sekretaris. Ini memungkinkan 

untuk terjalinnya komunikasi langsung dengan semua bagian KUD. (Wawancara pada 

tanggal 26 Juni 2023) 

 Koordinasi antar lini dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti sudah berjalan 

sebagaimana diharapkan. Koordinasi KUD Tunas Mukti antar lininya dalam menjalan 

usaha di komandoi oleh sekretaris. Ini memungkinkan untuk terjalinnya komunikasi 

langsung dengan semua bagian KUD. 

 Wawancara dengan Nur Widiya Saputra selaku pengelola unit Simpan Pinjam KUD 

Tunas Mukti mengenai koordinasi antar lini memberikan pernyataan bahwa: 

Koordinasi antar lini dalam KUD Tunas Mukti baik antar pengelola usaha dengan 

pengurus maupun dengan badan pengawas sudah berjalan sesuai dengan diharapkan. 

Koordinasi ini dibawah kendali sekretaris KUD bersama masing-masing pengelola 

usaha dengan mengedepankan komunikasi. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023) 

 Koordinasi antar lini dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti sudah berjalan 

sebagaimana diharapkan. Koordinasi antar lini dalam KUD Tunas Mukti baik antar 

pengelola usaha dengan pengurus maupun dengan badan pengawas sudah berjalan 

sesuai dengan diharapkan. Koordinasi ini dibawah kendali sekretaris KUD bersama 

masing-masing pengelola usaha dengan mengedepankan komunikasi. 

 Begitu juga hasil wawancara dengan Mulyono selaku pengelola unit Pasar KUD Tunas 

Mukti mengenai membuat rencana kerja memberikan pernyataan bahwa: Koordinasi 

antar lini dalam KUD Tunas Mukti baik antar pengelola usaha dengan pengurus 

maupun dengan badan pengawas sudah berjalan sesuai dengan diharapkan. 
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Koordinasi ini dibawah kendali sekretaris KUD bersama masing-masing pengelola 

usaha dengan mengedepankan komunikasi. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023) 

 Koordinasi antar lini dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti sudah berjalan 

sebagaimana diharapkan. Koordinasi antar lini dalam KUD Tunas Mukti baik antar 

pengelola usaha dengan pengurus maupun dengan badan pengawas sudah berjalan 

sesuai dengan diharapkan. Koordinasi ini di bawah kendali sekretaris KUD bersama 

masing-masing pengelola usaha dengan mengedepankan komunikasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan yang peneliti lakukan, maka 

dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti telah dilaksanakan 

penggerakan. Di mana penggerakan penting untuk diperhatikan, sehingga 

penempatan orang-orang dalam pengurus dan pengelola koperasi merupakan orang-

orang yang telah sesuai bidangnya, sehingga pencapaian tujuan koperasi akan semakin 

baik. Dengan demikian dari indikator penggerakan dapat dikatakan bahwa dalam 

pengelolaan KUD Tunas Mukti sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang 

diharapkan. 

d.  Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan (Controlling) dalam penelitian ini adalah tindakan koreksi yang dilakukan 

untuk menilai pengelolaan usaha yang dijalankan pengurus koperasi. 

1). Pengawasan langsung 

 Hasil wawancara dengan Sofyan Ismoyo selaku Badan Pengawas KUD Tunas Mukti 

mengenai pengawasan langsung memberikan pernyataan bahwa: Pengawasan yang 

ada dalam KUD Tunas Mukti diawasi langsung oleh anggota dan diwakilkan oleh 

Badan Pengawas. Selain itu semua anggota KUD turut berperan dalam mengawasi 

pengelolaan KUD. Bentuk pengawasan langsung yang dilakukan adalah Monitoring 

laporan yang waktu pengawasannya setiap saat dan setiap jam kerja. Tim pengawas 

selalu melakukan pengawasan pada saat jam kerja berlangsung (Wawancara pada 

tanggal 26 Juni 2023) 

 Dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti telah dilaksanakan pengawasan langsung 

sebagai bentuk kontrol dari bagian yang berwenang dalam memastikan aktivitas 

koperasi berjalan sebagaimana diharapkan. Pengawasan yang ada dalam KUD Tunas 

Mukti diawasi langsung oleh anggota dan diwakilkan oleh Badan Pengawas. Selain itu 

semua anggota KUD turut berperan dalam mengawasi pengelolaan KUD. Bentuk 

pengawasan langsung yang dilakukan adalah Monitoring laporan yang waktu 

pengawasannya setiap saat dan setiap jam kerja. Tim pengawas selalu melakukan 

pengawasan pada saat jam kerja berlangsung.  

 Sementara dari hasil wawancara dengan 4 (empat) orang anggota KUD Tunas Mukti 

yakni Diwono, Rahmad, Rosun, dan Darobi dapat dirangkum mengenai pengawasan 
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langsung yakni: Kami sebagai anggota KUD Tunas Mukti memiliki hak dan kewajiban. 

Hak kami untuk melakukan pengawasan dan menerima laporan pertanggungjawaban 

dari pengelola koperasi serta mendapatkan SHU pada setiap akhir tahun/periode. 

Kewajiban kami menyetor iuran pokok dan membayar pinjaman (jika ada hutang 

dengan koperasi) (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023) 

 Dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti termasuk pada setiap unit usaha yang ada sudah 

dilakukan pengawasan langsung oleh badan pengawas koperasi dan anggota koperasi. 

Kami sebagai anggota KUD Tunas Mukti memiliki hak dan kewajiban. Hak kami untuk 

melakukan pengawasan dan menerima laporan pertanggungjawaban dari pengelola 

koperasi serta mendapatkan SHU pada setiap akhir tahun/periode. Kewajiban kami 

menyetor iuran pokok dan membayar pinjaman (jika ada hutang dengan koperasi). 

2). Pengawasan tidak langsung 

 Hasil wawancara dengan Sofyan Ismoyo selaku Badan Pengawas KUD Tunas Mukti 

mengenai pengawasan tidak langsung memberikan pernyataan bahwa: Pengawasan 

tidak langsung yang dilakukan pengurus KUD Tunas Mukti terhadap pengelola usaha 

adalah dengan cara dilihat hasil kerja dan bentuk laporan yang disampaikan.  

(Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023) 

 KUD Tunas Mukti telah dilaksanakan pengawasan tidak langsung oleh badan 

pengawas dan anggota koperasi dalam bentuk LPJ. Pengawasan tidak langsung yang 

dilakukan pengurus KUD Tunas Mukti terhadap pengelola usaha adalah dengan cara 

dilihat hasil kerja dan bentuk laporan yang disampaikan. 

 Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan yang peneliti lakukan, maka 

dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti telah dilaksanakan 

pengawasan. Pengawasan merupakan tindakan untuk melakukan pengawasan atas 

semua aktivitas yang terjadi dalam organisasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Pengawasan dilakukan sebagai bentuk evaluasi untuk melihat kesesuaian 

antar rencana dan realita yang terjadi pada aktivitas organisasi. Untuk itu indikator 

pengawasan dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti sudah 

berjalan dengan baik. 

 Dengan demikian dari 4 (empat) indikator yang telah ditetapkan dalam penelitian ini 

yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, maka dapat 

dikatakan bahwa pengelolaan KUD Tunas Mukti telah berjalan sebagaimana yang 

diharapkan, sehingga melalui usaha yang dijalankan KUD Tunas Mukti mampu 

menyejahterakan anggota. Hasil ini dilihat dari Perencanaan yang dilakukan dengan 

membuat rumus rencana kerja, target kerja, dan menetapkan hasil yang hendak dicapai 

dalam setiap tahunnya. Pengorganisasi dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti 

dijalankan dengan menetapkan struktur organisasi, tugas, dan fungsi dari masing-

masing bagian serta menempatkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam 
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menjalankan aktivitas organisasi. Penggerakan dengan melakukan penempatan orang-

orang dalam pengurus dan pengelola koperasi yang tepat serta memiliki kemampuan 

sesuai bidangnya. Pengawasan dalam organisasi telah dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung oleh semua bagian dari KUD Tunas Mukti. 

Faktor Penghambat 

Faktor penghambat dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti yakni dari faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal yakni pengurus yang kurang kreatif untuk mengembangkan dan 

mengelola dana yang ada, sehingga dana KUD banyak yang mengendap. Sementara faktor 

eksternal dari anggota KUD banyak yang kurang komitmen dengan tanggungjawabnya untuk 

melakukan setoran pokok dan pembayaran pinjaman. Selain itu masih adanya anggota koperasi 

yang kurang mendukung usaha koperasi seperti berbelanja di Waserda. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikatakan 

bahwa pengelolaan KUD Tunas Mukti telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga 

melalui usaha yang dijalankan KUD Tunas Mukti mampu memberikan hasil bagi anggota. 

Hasil ini dilihat dari 4 (empat) indikator yang menjadi tolak ukur penelitian. 1) Perencanaan 

dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti telah dilakukan pengurus. 2) Pengorganisasi dalam 

pengelolaan KUD Tunas Mukti telah dilaksanakan dengan menetapkan struktur organisasi, 

tugas, dan fungsi dari masing-masing bagian serta menempatkan orang-orang yang memiliki 

kemampuan. 3) Penggerakan dengan melakukan penempatan orang-orang dalam pengurus 

dan pengelola koperasi yang tepat serta memiliki kemampuan sesuai bidangnya. 4) 

Pengawasan dalam organisasi telah dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh 

semua bagian dari KUD Tunas Mukti.  

 Faktor penghambat dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti berasal dari faktor internal 

(pengurus dan pengelola koperasi) kurang kreatif dalam memanfaatkan dana yang tersedia 

dan eksternal (berasal dari anggota koperasi) kurang maksimal memanfaatkan unit usaha 

yang ada dalam koperasi. Faktor pendukung, KUD Tunas Mukti telah diisi oleh orang-orang 

yang memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing. 
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